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Kabupaten Halmahera Selatan memiliki potensi agromaritim yang besar, namun
pembangunan wilayah masih menghadapi permasalahan berupa lemahnya
koordinasi antar pemangku kepentingan, rendahnya integrasi lintas sektor, serta
belum optimalnya pemanfaatan riset dan inovasi. Kegiatan ini bertujuan
memperkuat pemahaman, kolaborasi, dan sinergi multipihak dalam mendukung
pembangunan agromaritim berkelanjutan melalui penyelenggaraan Simposium
Perikanan dan Kelautan. Metode kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif
berbasis forum ilmiah yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, pelaku
usaha, pemuda, dan masyarakat pesisir. Pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, dokumentasi, dan diskusi interaktif. indikator keberhasilan kegiatan
adalah tersusunnya rekomendasi strategis pembangunan agromaritim Kabupaten
Halmahera Selatan. Hasil kegiatan menunjukkan tingginya partisipasi dan interaksi
peserta serta meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya pembangunan
agromaritim berbasis kolaborasi. Simposium menghasilkan tiga rekomendasi
strategis, yaitu pembentukan Gugus Tugas Agromaritim, penyusunan peta jalan
hilirisasi berbasis komoditas ungqulan, dan pengusulan Halmahera Selatan sebagai
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Agromaritim. Kegiatan ini memperkuat
pendekatan collaborative governance dalam pembangunan wilayah kepulauan serta
mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan
pembangunan daerah.

Abstract

South Halmahera Regency has significant agromaritime potential; however,
regional development still faces several challenges, including weak stakeholder
coordination, low cross-sectoral integration, and the suboptimal utilization of
research and innovation. This activity aimed to strengthen understanding,
collaboration, and multi-stakeholder synergy in supporting sustainable
agromaritime development through the implementation of the Fisheries and Marine
Symposium. The activity applied a participatory approach based on a scientific
forum involving local government, academics, business actors, youth, and coastal
communities. Data were collected through observation, documentation, and
interactive discussions. The main indicator of success was the formulation of
strategic recommendations for agromaritime development in South Halmahera
Regency. The results showed high participant engagement and interaction, as well
as increased understanding of the importance of collaborative-based agromaritime
development. The symposium produced three strategic recommendations: the
establishment of an Agromaritime Task Force, the development of a downstreaming
roadmap based on leading commodities, and the proposal of South Halmahera as a
Special Economic Zone (SEZ) for agromaritime development. This activity
strengthened the collaborative governance approach in archipelagic regional
development and encouraged stronger communication and coordination among
regional development stakeholders.
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PENDAHULUAN

Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu wilayah kepulauan strategis di Provinsi Maluku
Utara yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor agromaritim. Secara geografis, wilayah
ini didominasi oleh perairan dengan luas laut mencapai 31.484,40 km? (78%) dibandingkan daratan
seluas 8.779,32 km? (22%) (BPS Halmahera Selatan, 2025). Kondisi ini diperkuat dengan karakteristik
sebagai daerah kepulauan yang terdiri atas 463 pulau (Kementerian Dalam Negeri, 2025), serta sekitar
70% penduduknya bermukim di kawasan pesisir (Nusantara et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa
ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya kelautan dan pesisir sangat tinggi.

Potensi sumber daya perikanan di wilayah ini sangat melimpah karena termasuk dalam Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715. Komoditas unggulan meliputi ikan pelagis
seperti tuna dan cakalang (Mukhaiyar et al., 2022; Nugrah et al., 2025), serta ikan demersal seperti
kerapu, kakap, dan baronang (Ririhena et al., 2023). Selain itu, potensi perikanan budidaya juga cukup
besar, mencakup budidaya ikan, rumput laut, dan kekerangan dengan luas kawasan mencapai 18.962,6
hektare (Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, 2014; Radiarta et al., 2010).

Tidak hanya itu, kekayaan ekosistem pesisir dan laut juga menjadi modal penting dalam
pembangunan agromaritim. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki ekosistem terumbu karang seluas
16.338,3 ribu hektare, padang lamun seluas 8.283,2 hektare, serta mangrove seluas 17.843,7 ribu hektare
yang merupakan salah satu yang terbesar di Provinsi Maluku Utara (Ririhena et al., 2023). Sebagian
wilayah tersebut bahkan telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, seperti Kepulauan Widi,
Kepulauan Guraici, serta kawasan perairan Pulau Makian dan Pulau Moti melalui kebijakan nasional
(Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020a, 2020b, 2020c).

Sektor pertanian dan perkebunan juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berbagai
komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, kangkung, dan bawang telah berhasil dikembangkan,
begitu pula tanaman buah seperti pisang, mangga, dan jeruk (BPS Halmahera Selatan, 2025; Nasar et al.,
2024). Selain itu, komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, pala, cengkeh, dan kelapa sawit menjadi
penopang ekonomi masyarakat (BPS Halmahera Selatan, 2025; Tamrin & Kamaluddin, 2022; Wance et
al., 2021). Potensi ini semakin memperkuat integrasi sektor agro dan maritim dalam kerangka
pembangunan agromaritim.

Dukungan infrastruktur juga mulai berkembang, ditandai dengan keberadaan pelabuhan
perikanan (Hadji et al., 2021). Seperti Pelabuhan Perikanan Panambuang dan Pelabuhan Perikanan
Sayoang yang dilengkapi dengan fasilitas pabrik es, cold storage, dan air blast freezer (ABF). Jaringan
pelabuhan lainnya, baik pelabuhan pengumpul maupun pelabuhan penyeberangan (Peraturan Daerah
Provinsi Maluku Utara, 2014), turut mendukung konektivitas antar wilayah. Keberadaan kawasan
industri di Pulau Obi yang termasuk dalam rencana pembangunan nasional (Peraturan Presiden
Republik Indonesia, 2025), juga memperkuat rantai nilai sektor agromaritim dalam skala yang lebih luas.

Potensi pariwisata bahari menjadi sektor tambahan yang mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah Halmahera Selatan. Luas kawasan wisata bahari mencapai 3.131,38 hektare (Peraturan
Daerah Provinsi Maluku Utara, 2014) Kepulauan Widi dan Kepulauan Guraici beberapa diantaranya
yang menjadi destinasi unggulan (Nur et al., 2025). Hal ini membuka peluang pengembangan ekonomi
berbasis jasa yang terintegrasi dengan sektor perikanan dan pertanian.

Namun, besarnya potensi sumber daya tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong
pembangunan agromaritim yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Selatan.
Permasalahan utama yang dihadapi meliputi lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan,
rendahnya integrasi kebijakan lintas sektor, serta belum optimalnya pemanfaatan riset dan inovasi
dalam mendukung pembangunan daerah. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kelemahan tata
kelola (governance failure) yang terlihat dari pelaksanaan program pembangunan yang masih bersifat
sektoral, terbatasnya kolaborasi antar institusi, serta belum tersedianya ruang ilmiah yang mampu
mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai
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program pembangunan sebelumnya juga belum menunjukkan dampak optimal terhadap penguatan
ekonomi masyarakat pesisir dan pengembangan sistem agromaritim daerah.

Penyelenggaraan Simposium Perikanan dan Kelautan menjadi salah satu upaya strategis untuk
memperkuat komunikasi, pertukaran pengetahuan, dan sinergi multipihak dalam pembangunan
agromaritim di Kabupaten Halmahera Selatan. Simposium ini tidak hanya berfungsi sebagai forum
diskusi, tetapi juga sebagai media penyusunan rekomendasi strategis berbasis kolaborasi antara
pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat. Kebaruan kegiatan ini terletak pada pemanfaatan
simposium sebagai instrumen penguatan tata kelola pembangunan agromaritim berbasis partisipasi dan
jejaring kelembagaan di wilayah kepulauan. Kajian terhadap kegiatan ini penting dilakukan karena
efektivitas forum ilmiah dalam mendorong transformasi pemahaman dan kolaborasi pembangunan
daerah masih jarang dianalisis secara akademik.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis forum
ilmiah melalui penyelenggaraan Simposium Perikanan dan Kelautan yang dilaksanakan pada Jumat, 10
April 2025 di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan. Tahap persiapan meliputi penyusunan desain
kegiatan, penentuan tema, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan,
penetapan narasumber, serta penyusunan instrumen evaluasi kegiatan. Peserta kegiatan terdiri atas
unsur pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha perikanan dan pertanian, organisasi
kepemudaan, serta masyarakat pesisir yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan
relevansinya terhadap pembangunan agromaritim daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui
observasi selama kegiatan berlangsung, dokumentasi, dan pencatatan hasil diskusi.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pemaparan materi oleh narasumber yang dilanjutkan
dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Seluruh proses diskusi didokumentasikan dan dicatat
sebagai bahan analisis. Rekomendasi strategis disusun berdasarkan hasil pemaparan narasumber,
tanggapan peserta, dan identifikasi isu prioritas yang muncul selama diskusi. Analisis data dilakukan
secara deskriptif kualitatif dengan indikator keberhasilan kegiatan adalah tersusunnya rekomendasi
strategis pembangunan agromaritim Kabupaten Halmahera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan simposium menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif mampu merangkul berbagai
lapisan masyarakat, mulai dari pemuda, akademisi, pelaku usaha, hingga nelayan dan petani pesisir.
Partisipasi aktif peserta selama sesi diskusi mencerminkan tingginya kebutuhan akan ruang dialog yang
inklusif dalam merumuskan arah pembangunan agromaritim. Interaksi yang terbangun tidak hanya
bersifat satu arah melalui penyampaian materi, tetapi berkembang menjadi pertukaran gagasan yang
konstruktif antar pemangku kepentingan (Gambar 1). Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian
sebelumnya yang menegaskan bahwa keterlibatan multipihak merupakan faktor kunci dalam
meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam serta memperkuat keberlanjutan program
pembangunan (Han et al., 2024; Maccioni et al., 2024; Nonet et al., 2022). Kondisi tersebut juga
memperlihatkan bahwa forum ilmiah seperti simposium dapat berfungsi sebagai media integratif dalam
menyatukan perspektif kebijakan, akademik, dan praktik lapangan.

Berdasarkan hasil diskusi dan pertukaran gagasan selama simposium, dirumuskan tiga
rekomendasi strategis yang dinilai relevan dan aplikatif dalam mendukung pembangunan agromaritim
Halmahera Selatan (Gambar 2). Rekomendasi pertama adalah pembentukan Gugus Tugas Agromaritim
Halmahera Selatan yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat
pesisir. Model ini telah berhasil diterapkan pada berbagai sektor, seperti Satgas Pemberantasan Illegal
Fishing di Indonesia (Task Force 15) yang mampu memberantas pencurian ikan dan memastikan
keberlanjutan sumber daya laut (Suherman et al., 2020). Contoh lain adalah Gugus Tugas Reforma
Agraria (GTRA) yang berhasil menyelesaikan konflik agraria di beberapa wilayah (Darman, 2026).
Pendekatan serupa berpotensi membentuk mekanisme koordinasi lintas aktor yang lebih terstruktur di
Halmahera Selatan, sehingga tumpang tindih program dapat ditekan dan efektivitas implementasi
kebijakan meningkat.

Rekomendasi kedua adalah penyusunan peta jalan hilirisasi agromaritim Halmahera Selatan
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berbasis komoditas unggulan. Strategi hilirisasi menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah
produk serta memperkuat daya saing daerah. Beberapa daerah telah berhasil menerapkan konsep ini,
seperti hilirisasi kelapa sawit di Sumatera Utara dan Riau yang mampu mengelola rantai pasok dari hulu
hingga hilir sehingga menghasilkan produk turunan bernilai tambah seperti minyak goreng dan olein
(Lubis, 2025). Contoh lain adalah hilirisasi rumput laut di Korea Selatan yang mengolah rumput laut
menjadi produk makanan bernilai tambah seperti gim dari Pyropia sp. (Baek et al., 2026). Keberadaan
peta jalan hilirisasi dapat berfungsi sebagai instrumen pengarah investasi sekaligus acuan
pengembangan industri berbasis keunggulan komparatif daerah.

Gambar 1: Pelaksanaan simposium di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan.

Rekomendasi ketiga adalah pengusulan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Agromaritim kepada pemerintah pusat. Pendekatan kawasan ekonomi khusus
telah terbukti mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi,
pengembangan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja. Pengembangan KEK juga berhasil
dilakukan di beberapa wilayah, seperti KEK Batam di Kepulauan Riau sebagai kawasan industri
manufaktur dan ekspor (Zaenuddin, 2023), KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat sebagai kawasan
pariwisata (Zitri et al., 2023), serta KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara yang berfokus pada industri
hilirisasi kelapa sawit (Meutia & Nasution, 2024). Pengusulan Halmahera Selatan sebagai KEK
Agromaritim dapat diposisikan sebagai langkah strategis jangka panjang untuk mempercepat
transformasi ekonomi wilayah berbasis agromaritim sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di
kawasan timur Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa simposium tidak hanya berfungsi
sebagai forum ilmiah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam merumuskan arah kebijakan
pembangunan Halmahera Selatan. Sinergi antar pemangku kepentingan yang terbangun melalui
kegiatan ini menjadi modal penting dalam mendorong implementasi konsep agromaritim yang
berkelanjutan. Keberhasilan implementasi rekomendasi yang dihasilkan sangat bergantung pada
komitmen bersama, dukungan kebijakan yang konsisten, serta keberlanjutan kolaborasi antar sektor.
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1. Pembentukan Gugus
Tugas Agromaritim
Halmahera Selatan yang
melibatkan pemerintah
daerah, akademisi, pelaku
usaha, serta masyarakat
pesisir.

2. Penyusunan peta jalan
hilirisasi agromaritim
Halmahera Selatan berbasis
komoditas unggulan.

3. Pengusulan Kabupaten
Halmahera Selatan
sebagai Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK)
Agromaritim kepada
pemerintah pusat.

Gambar 2. Rekomendasi strategis pembangunan agromaritim Halmahera Selatan

KESIMPULAN

Pelaksanaan Simposium Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan bahwa
forum ilmiah berbasis kolaborasi multipihak mampu menjadi instrumen strategis dalam memperkuat
pembangunan agromaritim daerah. Hasil kegiatan menjawab permasalahan utama terkait lemahnya
koordinasi dan tata kelola pembangunan agromaritim melalui penyusunan tiga rekomendasi strategis,
yaitu pembentukan Gugus Tugas Agromaritim, penyusunan peta jalan hilirisasi berbasis komoditas
unggulan, serta pengusulan Halmahera Selatan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Agromaritim.
Kontribusi teoritis kegiatan ini memperkuat konsep collaborative governance yang menekankan
pentingnya keterlibatan multipihak dalam proses pembangunan daerah. Kontribusi praktis terlihat dari
tersusunnya rekomendasi pembangunan yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dan
pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan pembangunan agromaritim. Namun demikian,
kegiatan ini masih memiliki keterbatasan karena evaluasi dampak jangka panjang terhadap
implementasi kebijakan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat belum dapat diukur secara
komprehensif. Penelitian dan kegiatan lanjutan perlu dilakukan untuk menganalisis efektivitas
implementasi rekomendasi, tingkat keberlanjutan kolaborasi antar aktor, serta dampaknya terhadap
penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pembangunan wilayah kepulauan berbasis agromaritim.
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